KEPUTUSAN BERSAMA
KETUA PENGADILAN TINGGI SEMARANG
DAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
NOMOR : SK/W12.U/4/KP.02.1/1/2021
NOMOR : W11-A/48/KP.02.1/1/2021

TENTANG

JAM KERJA PENGADILAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI SEMARANG
DAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Menimbang

Mengingat

ol

KETUA PENGADILAN TINGGI SEMARANG

DAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG,

bahwa dalam rangka penegakan disiplin dan keseragaman jam kerja bagi
Hakim dan pegawai di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang dan di
wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas,
perlu ditinjau ulang Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Tinggi Semarang
dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor:
SK/W12.U/97/0T.01.3/3/2018 dan Nomor: SK/W11.A/733/0T.01.3/3/2018.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4958);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5077);

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5078);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil;
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
yang berada di bawahnya;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dan kesekretariatan peradilan;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
125/KMA/SK/1X/2009 tentang Pendelegasian Wewenang kepada para Pejabat
Eselon 1 dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah
Agung Republik Indonesia.






